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GUBERMUR BALL,

. hatwwa urtuk melaksanakan ketontuan Pasal 172 Peraturan Daerah
Proving Bali Nomer ¢ Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, sebagaimana telzh diubanh beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dacrah Momor 4 Tahun 2015 Tentang Parubahan
Kedug Atas Peraturan Daerah Prowvinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, peru
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Dinas
Pendapatan Provinsi Bali;

1, Undang-Undang Momar 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Caerah-dacrah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur  [(Lembaran  Megara  Republiy [ndonesia
Tahun 1958 Memor 115, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia  Momar 1649);

3. Ungang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Permbentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2011 Momor 82, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesta MNomar 52343,

3. Undang Undang Momor 5 Tahun 2014 tenfang Aparatur Sipil
Megara (Lemoaran MNegara Repubik Indonesia Tahun 2014
Momor &, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5494 ),
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10.

11.

T2,

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin@han
Dacrah (Lembaran Wegara Republik Indonasia Takun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55873 sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang
Perubahan Kedua Ams Undang-Undang Neror 23 Tahun 2014
tentang Pemcrintah  Daeranh  (Lembarar Megara  Republik
Indonesia Tanun 2015 Momer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momar 5657);

Undang-Undang Momer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daersh (Lembaran Megara Repubik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Megara Republik
|ndonesia Komor 5049},

Poraburan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupateny¥ota (Lembaran
Negara Repuhblik Indonesia Tehun 200/ Momar B2, Tam bahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor #7373,

Pergturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Crganisasi
Perangkat Daerah  {Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Momer B3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4741);

Peraturan Mcnteri Dalam MNegeri Momor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Megara Repubfik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),

Peraturan Daerah Provinsi Bali Momor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daeran Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2008 Momor 1);

Pergturan Daerah Prowvinsi Bali Momor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Proving Bali Tahun 2011 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Momor 13;

Pergturan Daerah Momor 2 Tahwn 2011 lentang Retribusi Jasa
Umum {Lemiaran Daerah Provinsi Ball Tahun 2011 Nomaor s
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2}

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Gaerah Provinsi Bali Tahun 2011 MNomor 3,
Tambahan Lembarzn Daerah Nomaor 3



13. Peraturan Daesrah Provinsi Bali Momor 4 Tahun 2011 tentang
Orgarnisast dan Tata Xerja Perangkat Daersh Provinsi Bali
{Lembaran Daerah Frovinsi Bali Tahun 2011 Momor 4, Tambahan
Lembaran Daerzh Provinsi Bali Nomor 43, sebagaimana telah
divt:ah beberapa kali torakhir dengan Peraturan Dasrah Momocr 4
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturar Daerah
Prowvinsl Bali Momer 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
kierja Parangkat Caerah { Lembaran Daeran Provins Bali
Tahun 2015 Momor 4, Tambahan Lembaran Dasrah Provinsi Bali
momor 43,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  © PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS
PEMNDSPATAN PROVINSI BALL

BAE T
E.ETERMTEIARM LML
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksod dengan:

1. Gubernur adalah Gubernuer Bali.

2. Sekretaris Daerah adalah Sckretars Dacrah Proving Bali.

3. Dinas Pendapatan yang selanjutrya disebut Dinas adalah Cinas
Pendapatan Provinsi Bali,

4, Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disetut Kepala Dinas
adalah ¥epala Dinas Pendapatan Provinsi Bali,

BAB 11
TUGAS POEOK DINAS
Pasal 2
Dinas mempunyai wigas melaksanakan urusan Permerintahan Daerah

bordasarkan  asas  ofgnomi  dan Tugas Pembantuan  bidang
Pendapatan.



BAB III
FUNGSIL DINAS

Pasal 3

Dinas mempuryai fungsi:

2.
b.

g
d.

perumusan kebijakan teknis Bidang Pendapatan;
peryelenggaraan urusan permerintah dan pelavanan di bidang
pondapatan,

pembinaan dan pelaksanaan twgas di bidang pendapatan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
tugas dan fungsi.

BAB IV
RINCIAN TUGAS KEPALA LINAS

Pasal 4

repala Dinas mempuryal bugas:

a.
b.

MenyUsun rencand dan program kerja Dinas;

mengkoordingsikan  penyusunan rencana dan program  kerja
Dinas;

merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan
admministrasi berdasarkan kewenangan;

miendistribusikan tugas kepada bawahan;

meniiai prestasi keda bawahan;

melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi program dan
kediatan pada Dinas;

melakukan maonitoring perkembangan penerimaan pendapatan
daeran;

mengkoordinasikan kKegiatan pemungutan pendapatan daerab
dengan instansiflembags terkait;

membina bawahan dalam mencapai program Dinas;
mzlaksanakan pembinaan urmum dan pembinazat teknis,
melaksanakan Sistem Pongendalian Intern Pomerintah;
mengkonrdinasikan hasil monitoring, evalpasi, dan pelaporan
hasil pelaksanaan kegiatan Dinas pada sefiap @ bulan, tdwulan,
sermesher, dan tahunan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan ofeh
atasan sesudi dengan pedoman dan ketentuan vang bedaku; dan
melaporkan hasil pelaksanzan tugas kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daeram.,



BAB V
RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT
Bagiah kesatu
Sekretariat

Pasal 5

Sekrataric mempunyai tugas:

a.
b.

e

(1)

meryusun rencana dan program kerja kesekretariatan,
mengkoondinasikan program  kerja masing-masing Kepala Sub
Bagian,

mcnakoordinasikan para Kepala Sub Bagian;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian
dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku;

menilai prestas kerja bawahan;

melalukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala
LIFT;

. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuzngan; penyusunan

orogram evaluas dan monitoring; umum dan kepegawaian,
mengkocrdinasikan penyusunan anggaran/pernbiayaan kegiatan
pada sekretariat, bidang dan UPT unbuk disampaikan kepada
Kepala Dinas ;

mengkonrdinasikan hasil manitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan pada sekretariat, bidang, dan UPT setiap ;
bulan, triwulan, semester dan tahuran unbuk disampaikan
kepada Kepala Dings ;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh
a@san sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku: dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian
Pasai &

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

d. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan scsuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

. menilai prestasi kerja bawahan,

d, melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub
Bagian untuk disampaikan kepada Sekrctaris;

€, melakukan manitoring, evaluasi dan pelaporan hasit gelaksana
kegiatan di Sub Baglan setiap : bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;




on

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat;

. melaksanakan urusan rumah fanoga;

. tnelaksanakan adrministras] Pegawai ASM;

. penatausahaan barang milik daeraty;

j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan
struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban
kerja;

k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum
daerah, kehumasan dan keprotokolan;

I. melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pamerint@h;

m.melaksanakan tugas kKedinasan lainnya yang ditugaskan olen
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan wvang berlaku;
dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekrataris,

oo

{2} Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
4. Menyusun rencana dan program kerda Sub Bagian;
b. membimbing dan memberi petunjuk kepeds bawahan sesuai
dangan pedoman dan ketantuan yang berlaku;
. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pongurusan  gajii pegawai dan bunjangan
lainnya;

mekaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan pengawasan keuangan;

memyusuh dan menyampaikan laporan pertangaungiawaban

keuangan;

h. melaksanakan Sistem Pengendalian [ntern Pemerintah;

i. melaksanakan tugas kedinasan lainmya yang ditugaskan cleh
gtasan sesuadi dengan pedornan dan ketentuan yana berfaiy;
dan

1. melaporkan hasil pelak sanaan tugas kepada Sekretarls;

Thob

o

{3} Kepaia Sub Bagian Penmyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas:

d. Manyusun rencang dan program kerja Sub Bagian;

b. membimbing dan memben petunjuk kepada bawahan sesugl
dengan pedoman dan ketentuan vang berlzku;

. menilai prestasi kera bawahan;

d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub
Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;

e. menghimpun  penyusunan  anggaran/permnbiayaan  kegiatan
pada sekrebariat  dan  masing-masing  bidang untuk
disampaikan kepads Sekrotaris;

F. menghimpun dan memverlfikasi hasil monitaring, evaluasi dan
pefaporan polaksanaan keglatan pada sckretarat dan masing-
masing bidang serta UPT setiap; hulan, trivulan, semaster dan
tahunan untuk disampsaikan kepada Sekretaris;

d. menghimpun Bahan kebijakan dan menyusun Rencana Statajik
(REMSTRA);



h. manghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

i. melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;

j. meleksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan aleh
atzsan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang horlaku;

dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepado Sekretans;

BAB VI
RIWNCIAM TUGAS BIDANG
Bagian kesatu
Bidang Pengembangan Potensi Pendapakan

Pasal ¥

Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan  mempunysi

tugas:

a. menyusun rencana dan pregram kerja Bidang;

h. mengkocrdinasikan program kerja masing-masing Scksi;

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksl;

d. membimbing dan member petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawszhan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

e. menilai prestasi kerja bawahan;

f.  mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melali
Sekretars,

a. mengkoordinasikan hasil monitaring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan d Bidang setiap @ bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada kKepala Dinas melalui
Sekretaris;

h. melaksanakan pengkajian potensi dalarm angka pengembangan
nbyek pendapatan daerah;

. mZlaksanakan pengkajian dam  peEngemoangan rencana
pendapatan daerah,

J-  melaksanakan pengkajlan penyusunan pra rancangan peraturan
daerah df bicang pendapatan daerah;

k. melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah

| melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh
a@san sesual dengan pedaman dan ketentuan yang berlaku; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalul
Sekretarls.

Pasal 8
{1} Kcpala Scksi Pengumpulan dan Pengeolahan Data mempunyai

tugas:

. MEenyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. meambimbing dan memperi petunjuk kepada bawahan sesuai
gengan pedoman dan ketoentuan yang berlaku;

€. menilai prestasl kerja bawahan;
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(3}

P e T

menyUsun  anggaran pembiayasn  kegiatan Scksi  ubtuk
disarnpaikan kepada Kepala Bidang;

rmelakukan  monitoring,  evaluasi  dan  polaporan hasil
pelaksana keglatan di Seksi setiap © bulan, triwulan, sEmester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
mengumpulkan dan mengelah data pendapatan daerah;
menyusun rencana pendapatan dagrah intern,

menyusun laporan rencana pendapatan daerah intern;
menyusun laporanfbuky profll tentang pendapatan daerah;
melaksanakan Sisterm Pengendalian Intern Pemerimtan;
melaksanakan tugas kedinasan fainnya yang ditugaskan oleh
tasan sesuai dengan pedorman dan ketentuan yang berlzku;
dan

meiaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepela Bidang.

Kepala Seksi Pengembangan mempunyal tugas:

i,
.

L,
d,

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membirnbing dan memberi petunjuk kepada hawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku,

meniiai prestasl kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksi urtuk
disampalkan kepada Kepata Bidang;

melakukan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan hasil
pelaksana keglatan di Sekst setiap @ bulan, triveulan, semester
dar tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bldang;
miclakukan pengombangan sistern dan prosedur pendapatan
dasarah;

rcngkoordinasikan  pengembargan  potensi pendapatan
dengan instansi terkait;

menyusun laporan  pengembangan  potensi pendapatan
daerah;

melaksanakan sosialisasi pergembangan pendapatan daerah
dan peraturan perundang-undangan tentang pendapatan
daerah;

mclaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainmya yang ditugaskan cleh
atasan sosuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengkajian mempunyal tugas:

3.
k.

C.
d.

meryusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksi untuk
disarmpatkan kepada Kepala Bidanag,

melakukan  monitoring,  evaluasl  dan  pelaporan  hasil
pelaksona kegiatan df Seksi satiap @ bulan, trivwulan, scmester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kopala Bidang;



. melaksanakan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan
Daerah dan produk hukum lginnya yang berkaitan dengan
pendapatan daerah;

g. melakukan penataan serta menyiapkan bahan  untuk

cenyusunan  produk hukum yang  berkaian  dengan

pendapatan daerah ;

melaksanakan pengkajian dan telazhan hukum;

menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan hukum;

melaksanakan Sistem Pengendalian Inlern Pemerintah;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan cigh
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

l.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bldang,

P A

Bagian Kedua
Bicanyg Pajak Daerah

Pasal 9

Kepala Bidang Pajak Dasrah mempuryal tugas:

d.

.
g,
i

Pl |

menyusun rencana dan pregram kerja Bidang;
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksl;
mengkoordinasikan para Kepala Seksi,

membimblng dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
hawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan,

mengkeordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan
pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;

mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasl
pelaksanzan kegiatan di Bidang setiap | bulan, riwalan, semestar
dan hunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalut
Sekretaris;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam
menentukan kebijaksanaan bidang pajak daerah,

memyusun petunjuk tocknis opermsional pernungutan/penagiban
pajek daerah;

melaksanakan koordinasi di bidang pajak dacrah dengan instansi
terkait;

melaksanakan administrasi dan  penatausahaan pengelolaan
pajak daerah,

melakukan pembinaan untuk meningkatkan koalitas pelavanan
publie dalam pemungutan pajak daerah;

. mekaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;

mclaksanakan tuwgas kedmnasan lainfya yang ditegaskan oleh
altasan sesuai dengan pedoman dan ketertuan yang berlaky; dan
medapcrkan hasi pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
sekretaris,



Pasal 10

(13 kepala Seksi Pajak  Kendaraan Bermctor dan Bea Balik Mama
Kendaraan Bermator mempunyal tugas:

(2]

d.
.

£
el

h.

MCYUSUN rencana dan program kera Seksi;

memblmbing dan memberi petunjuk kepada hawahan sesusi
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiayaan  kegiatan  Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan hasil
pelaksana keagiatan di Seksi setiap - bulan, triwolan, semestar
dan tahunan untuk disampalkan kepada Kcpala Bidang;
melakukan pengkajian peryesuaian tarit Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balk Mama Kendzraan Bermotor
{BENEBY;

menyiapkan materi terkait rancangan Perataran Gubernue
tentang penvesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermator (PRB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermaotor (BENEE} ;
mengkordinasikan pelaksanaan pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor (PEB] dan Bea Balik MNama kKendaraan Bermotor
(BBNKB) dengan instansi terkait;

menyiapkan bahan pembinzan pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kencaraan Bermotor
{EBMNER) ;

melaksanzkan monitoring  terhadap  penetapan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB} dan Eea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKEB);

melaksanakan Sistem Pengendalian Tntorn Pemerintah;
metaxsanzkan tugas kedinasan lalnnya yang dibugaskan oleh

Hasan sesuar dengan pedoman dan ketentuan yvang berlaku;
dan

. mekaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepalz Bidang,

kepala Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:

.
b,

&
d.

Marnyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilal prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggarzn/pembiavaan keglatan  Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang:

melakukan monitoring, evaluasi dan  pelaporan hasl
pelzksana kegiatan di Seksi setiap ; bulan, friwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
melakukan pengkajian  perwyesuaian tarf Pajak  Daerah
Lainnya;

mengkoordinasikan  penyelenggaraan pelavanan Pajak
Daerah lainnya dengan instansi berkait;

melaksanakan monltoring  terhadap  realisasl  penerimaan
Pajak Daerah kinnya;



[Ty

rmeryiapkan bahan pembinaan untuk peningkatan pelayanan
publik datam parmungutan Pajak Dasrah lzinnya;
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan scsuai dengan padoman dan ketantuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasil pelakaanaan tugas kepada Kepala Bidang.

13} Kepala Seksi Verfikasi dan Keberatan Pajak Daerah e m pu ryal
tugas:

a,
b.

.
4.

o e

Menyusun rencana dan program kerja Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesual
dengan podoman dan ketantuan yang berlaky;

menilai prestasi kerja bawahan;

menyusun  anggaran/pembiavaan  kegiatan  Seksi untule
disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan  monitorlng, evaluasi  dan pelaporan  hasil
pelaksana kegiatan di Seksl setlap @ bulan, triveulan, semester
dan thunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
melakukan pembukuan dan Verifikasi Pajak Dacrah;
membuat rekapitulasi stas penerimaan dan tunggakan Fajak
Dacrah;

memonitor pengaduan dan meneliti kelengkapan pengajuan
permohonan banding/keberatan;

membuat pembukuan dan pelaporan secara perlodik hasll
penatimaan dan tunggakan pajak, hasil razia kendaraan
bermotor,  fiskal  antar  dasrah dan permchonan
banding/keberaktan;

melakukan verifikasi atas realisasi pencrimaan Pajak Cacerah,
melaksanakan Sistem Pongendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainmya vang dibugaskan olah
atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang borlaku;
dan

relaporkan hasil pelaksanaan wgas kepada Kepala Bidang.

Bagian ketiga
Bidang Penerimaar Nom Pajak Dagrah

Pasal 11

Kepala Bidang Penerimaan Mon Fajak Daerah mempunyai tugas:
menyusun rencana dan program kerja Bidang,
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi:
mengkoardinasikan para Kepala Seksi;

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
awahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku:
menilai prestasl kerjia bawahan:

mcngkoordinasikan penyusunan anagaran/pembiayaan kegiatan

pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretars;

a.

b
&
d

el 4 o)




(1

(2]

mengkoordinasikan hasil monitoring, ewaluasi dan  pelaporan
hasilpelaksanaan kegistan di Bidang sctiap :© bulan, triveulan,
cemester dan f@hunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
rnelalul Sekretaris;

membarikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam
menentukan Kebijaksanaan bidang penerimaan nen  pajak
daerah;

meigksanakan koordinasi dan monitoring secara berkala ke unit
kerja kerkait;

melaksanakan administrasi retribusi dacrab, dana perimbangan
dan pendapatan daerah lainnya;

melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pomerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan olen
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui
Seloretaris.

Pasal 12

Kepala Seksi Retribusi mempuryal tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b, membimbing dan memben petunjuk kepada bawahan sesua
dengan pedoman dan ketentuan yang berla<u;

¢. menilai prestasi kerja bawahan,

d, menyusun  anggaranpembiavaan  kegiatan  Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

e, melakukan menitoring,  evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksana kegiatan di Seksi setiap © bulan, trivulan, semester
dan tabunan untuk disempalkan kepada Kepala Bidang;

f.  melakukan monitoring hasil permungutan Retribusi ke unit

kerja terkait;

melaksanakan Sistem Pengendalian Interm Pemerintah;

mclaksanakan tugas kedinasan kainnya yang ditugaskan oleh

ata=zan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yvang borlakuy;
dan

i.  melaporkan hasll pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

=

Kepala Seksi Pendapatan Daerah Lainnya mampunyai tugas:

.  menyusun rencana dan program kerja Scksi;

b, membimbing dan membern petunjuk k2pada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

i, menilai prestasi kerja bawahan,

d. menyusun  anggaranpermbiayaan kegiatan  Seksi untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;

&, melakukan monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan basil
pelaksana kegiatan di S=ksi setlap : bular, trivulan, semester
dan tehunan untuk disampalkan kepada kepala Bldarng;
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1.

melakukan monitoting terhadap realisasi penerimaan hasil
pengelotaan kekayazn daeran yang dipisabkan, lain-iain PAD
vang disahkan dan lgin-lain pendapatan daerah vang sah;
mermbuat pembukuan dan laporan penetimaan pendapatan
daerah lainnya;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainrya yang ditugaskan cleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
dan

melaporkan hasll pelaksanaan tugas kepada Kepala Bldang.

Kepala Seksi Dana Perimbangan mempunyal fugas:

3.
b.

&
d.

MEnyUsun rencana dan program kerd Seksl;

membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesual
dengan pedoman dan ketontuan yang berlaku;

menllai prestasi kerja bawahan;

menyusen  anggaran/pembiayaan kegiatan  Sekst untuk
disarnpaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan monitoring, evaluas  dan  pelaporan hasil
pelaksana kegiatan o Seksi setiap : bulan, triwulan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada ¥epala Bidang;
melaksanakan koordinasi dan pendataan dengan instansi
terkait;

melaxukan rekonsiliasi dana perimbangan;

membuat  pembukuan dan  laporan  penarimaan  Dana
Perimbangan;

melaksanakan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah,
relaksanakan tugas kedinasan lainnya vang ditugaskan oleh
gtasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berloku;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Bina Pendapatan

Pasal 13

Kepala Bidang Bina Pendapatan mempunyai tugas:

menyusun rencana dan program kerja Bidanag;
mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
mzngkoordinasikan para Kopaola Seksi;

membimbing dan member petunjuk kepada kepala Seksi dan
bawahan sasuan dengan pedoeman dan ketentuan vang berlaku;
menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan angdaran/pembiayaan kegiatan
pada Bldang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;

mengkoordinasikan hasl monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanzan kegiztan di Bidang setiap © bulan, iwulan, semaster

dan Ehunan untok disampaikan kepada Kepals Dinas melaly
Sekretaris;

d.

b.
E.
d

m
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(2]

melakukan pembinaan terhadap sumbor-sumber  pendapatan
dasrah pada SKPD Penghasil serta pembinaan internal pada
Dinas Pendapatan dan UPT Dispenda di Kabupaten/Kota se-Bali;
membuat [aporan pererimaan pendapatan dacrah;

melakukan pongawasan internal pada Dinas Pendapatan dan UPT
Dispenda;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut
ternuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsicnal;
menyigpkan bahan pertanggungjawaban Gubcrnur dan bahan
nota perhitungan anggaran pendapatan dasrah;

malaksanakan Sistermn Pengendalian Tntern Pemerintah;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaky; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ¥epala Dinas melalui
Lelkretaris.

Fasal 14

Kepala Seksi Pembinaan merpuryal tugas:

A, menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

e, menilal prestasi kerja bawahan,

d. menyusun  anggaran/pombiayean kegiatan Seksio untuk
disampaikan kepada Kepala Bidarng;

2. melakukan monitoring, evoluas! dan  pelaporan hasil
polaksana kegiatan di Seksi setiap ¢ bulan, trivulan, scmeoster
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f.  melakukan pembinaan terhadap sumber-sumber pendapatan
daerah parg SKPD Penghasil;

g. melakukan pombinaan internal pada Dinas Pendapatan dan
UPT Dispenda doi Kabupaten/Kota se-Bai serta membuat
laparan hasil pembinaan intermai;

h. menyusun buku faporan  tahunan tentang pendapatan
daerah;

L menyusun statistik data pendapatan daerah;

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

melaksariakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan sesudi dengan pedoman dan ketentuan vang berlaku;
dan

1. melaporkan hasil pelzksanaan tugas kepada kepala Bidang.

~oT

Kepala Seksi Pengawasan mempunyat tugas:

g.  menyusuan rencana dan program kerja Seksi:

B. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaky;

c.  menildi prestasi kerja bawahan:

d. menyusun anggaran/pembiavaan  kegiatan  Saksl untuk
disampaikan kepada Kepala Bidang;
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k.

melakukan monitoring,  evaluasi  dan  pelsporan hasil
pelaksana keglatan di Seksi setiap © bulan, trivilan, semester
dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bldang;
menviapkan bahan pengawasan pendapatan dan keglatan
belania langsung Dinas Pendapatan;

melakukan pengawasan internal pada Dispenda dan UPT
Dispenda di kabupaten/Kota se-Bali serta membuat laporan
hasil pengawasan internal;

mengkoordinasikan  pelaksanaan pengawasan dan tindak
fanjut ternuan  hasil  permeriksaah  aparat  pengawasan
fungsional;

melaksanakan Sistem Peagendalian Intern Pemerintah;
melaksanakan tugas kodinasan lainnya vang ditugaskan oleh
atasan sesugi dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
tan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

=h
b

C
d.

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

mermtimbing dan memberi pebunjuk kepada bawahan sesuai

dengart pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai prostasi kerdja bawahan;

MENyUsUn anagaranpemiigyaan  kediatan  Seksl  untuk

disammpaikan kepada Kepaka Bidang;

melakukan  meonitering,  evaluasi dan  pelaporan  hasil

pelaksana kegiatan di Seksi setiap : bulan, thiwulan, semesber

dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

melakukan cross check penerimaan daerah dengan instansi

terkalt;

melakukan meonitoring dan evaluasi serta membuat laporen

penaerimaan pendapatan dacrah;

mengumpulkan bahar peranggungjawaban Gubernugr dan

bahan nota perhitungan anggaran pencapatan daerah:

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dituaaskan oleh

gtaEan sesudi dengan podoman dan ketentuan yang kerdaky:
an

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepaka Bidang,

BAB WIT
KELGMPOR JABATAN FUNGSIONAL

fasal 15

l{eln::rn_pﬂi-f. Jal:bal:aﬂ Fungstonal Dinas mempunyvai tugas melaksanakan
schagian tugas Dinas sesuaj dergan keshlian dan kebutuharn.




BAB VIl
KETENTUAN PEMUTUP
Pasal 1&
f1) Pada saat Peraturan Gubermur ini mulai bedaky, Peraturan
Gubernur Bali Momor 68 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas
Pokok Dinas Pendapatan Provinsi Bali (Berita Diaerah Provinsi Bali
Tahun 2011 Momar 68) |, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

(2) Peraturan Gubemur inl mulal berlaku pada tanggal 4 Doscmber
2015

Agar setiap orang mengetahuwinys, memerintabkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah
Proving: Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Desember 2015

GLBERMUR BALI,

ttd

MADE MAMNGEL PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pztda tanggal 4 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd

COKOEDA NGLIRAH PEMAYUN

BERTTA DAERAH FROVTNSI BALL TAHUN 2015 NOMOR B9
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